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SALINAN

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI BULELENG,

bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini
sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

bahwa untuk memaksimalkan capaian Retribusi Daerah,
khususnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
serta untuk memudahkan wajib retribusi di dalam
melakukan pembayaran retribusi, maka Peraturan Daerah
kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan perlu

dilakukan perubahan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Hak Atas Peraturan Daerah
Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan

Persampahan/Kebersihan;

Pasal 18 avyat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

Menetapkan

dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal |

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor

17 Tahun

2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 17), Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4) diubah sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa karcis, kwitansi, dan struk.
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Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 24 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

DEWA KETUT PUSPAKA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2018 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI
BALI: (8, 64 /2018)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

. UMUM
Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,sehingga perlu pengaturan
berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta
masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Untuk
memaksimalkan capaian Retribusi Daerah, khususnya Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan serta untuk memudahkan wajib retribusi di dalam
melakukan pembayaran retribusi, maka Peraturan Daerah kabupaten
Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersihan perlu dilakukan perubahan.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 1l

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 8.
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